
 

 

 
 
 

 

BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR  31  TAHUN 2019 
 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT 

TAHUN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat perlu menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 

yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-

2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2020 sebagai satu kesatuan dalam sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas merupakan dokumen 

perencanaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk 

periode 1 (satu) tahun sebagai dasar penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun Anggaran 2020; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2020. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 



 

 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5364); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 



 

 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 310); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 1312); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2020; 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-

2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 15); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); 



 

 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 51); 

  18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten 

Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir 

Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja 

Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 50); 

  19. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 73), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pesisir Barat Nomor 19 Tahun  2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 91); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

TAHUN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat; 

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat; 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat; 



 

 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program 

kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan 

daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas 

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPD dan RPJMN; 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan 

program strategis nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat; 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 

dasar penyusunan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah; 

8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat RAPBD, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun; 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan prioritas 

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah. 

 

 

 



 

 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

Pasal 2 

RKPD Tahun 2020 merupakan Penjabaran Tahun keempat 

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021. 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2020 merupakan dasar dalam penyusunan 

KUA - PPAS dan RAPBD Tahun 2020. 

Pasal 4 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Ditetapkan di  Krui  

pada tanggal 28 Juni 2019 

BUPATI PESISIR BARAT, 

                 Dto 

        AGUS ISTIQLAL 

 

Diundangkan di Krui  

pada tanggal  28 Juni 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 
            dto 
N. LINGGA KESUMA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 102 

          

 

       SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 
NIP. 19740526 200212 1 002 



 

 

 


